
       
 
 

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI 
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER 
DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN 
KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, 
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI 
PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN 
PERUM LKBN ANTARA) 

 
Rapat ke                      : 27 (dua puluh tujuh) 
Masa Persidangan : V 
Tahun Sidang : 2023 – 2024 
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Penanganan Pelindungan WNI di Luar 

Negeri Komisi I DPR RI dengan Dirjen Protokoler dan Konsuler Kemlu, Dirjen 
Imigrasi Kemkumham, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, dan Kepala BP2MI 

Hari, Tanggal : Selasa, 9 Juli 2024  
Pukul : 13.00 WIB 
Sifat Rapat : Terbuka 
Pimpinan Rapat : H. Teuku Riefky Harsya, MT., Ketua Panja Penanganan Pelindungan WNI di 

Luar Negeri Komisi I DPR RI 
Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI 
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt.1, Jalan Jenderal Gatot 

Soebroto, Jakarta 10270 
Acara : 1. Kebijakan strategis Polugri RI dalam penanganan pelindungan WNI di luar 

negeri;  
2. Penguatan Tata kelola dan kelembagaan pelindungan WNI; dan  
3. Pemanfaatan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dan terpadu antara 

K/L terkait. 
Hadir 
 
 
 

: 1. ...  orang dari 30 Anggota Panja Penanganan Pelindungan WNI di Luar 
Negeri Komisi I DPR RI 
a) Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu, Andy Rachmianto; 
b) Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny 

Rhamdani; 
c) Dirjen Imigrasi Kemkumham yang diwakili oleh Direktur Pengawasan dan 

Penindakan Keimigrasian, Saffar Muhammad Godam, S.H., M.H.; 
d) Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Kemnaker yang diwakili oleh Direktur Bina 
Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rendra 
Setiawan, S.S.; 

beserta jajaran. 
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I. PENDAHULUAN 
 

1.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 276, Pasal 281 ayat (1), dan Pasal 282 ayat (1) Peraturan DPR RI 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 13.28 WIB 
dengan Rapat bersifat terbuka untuk umum. 

 
2.  RDP Panja Penanganan Pelindungan WNI di Luar Negeri Komisi I DPR RI dengan Dirjen Protokoler 

dan Konsuler Kemlu, Dirjen Imigrasi Kemkumham, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, dan Kepala BP2MI pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 
dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh H. Teuku Riefky Harsya, MT., 
Ketua Panja Penanganan Pelindungan WNI di Luar Negeri Komisi I DPR RI. 

 
 
II.    KESIMPULAN  

  
1. Panja Penanganan Pelindungan WNI di Luar Negeri Komisi I DPR RI telah menyimak presentasi dan 

penjelasan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu, Kepala BP2MI, Direktur Bina Penempatan dan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemnaker, serta Direktur Pengawasan dan Penindakan 
Keimigrasian Kemkumham terkait: 
a. Kebijakan strategis Polugri RI dalam penanganan pelindungan WNI di luar negeri. 
b. Instrumen hukum pelindungan WNI dan penempatan PMI 
c. Tata kelola dan kelembagaan pelindungan WNI dan penempatan PMI. 
d. Pemanfaatan sistem informasi terpadu yang terintegrasi antara K/L terkait. 

 
2. Panja Penanganan Pelindungan WNI di Luar Negeri Komisi I DPR RI mencatat beberapa hal krusial 

yang mengemuka, antara lain: 
a. Perlunya Penguatan kebijakan terintegrasi dan terpadu—dari hulu ke hilir dari dalam negeri ke 

luar negeri-antar K/L terkait pelindungan WNI dan penempatan PMI. 
b. Perlunya penguatan penegakan hukum dengan memaksimalkan peran dan fungsi gugus tugas 

TPPO. 
c. Mendorong adanya penguatan integrasi data antar K/L dalam rangka penguatan pelindungan 

WNI dan penempatan PMI. 
d. Perlunya penguatan pengamanan perbatasan guna mencegah perdagangan orang dan 

penyelundupan tenaga kerja non-prosedural. 
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3. Keseluruhan materi presentasi serta catatan dalam pembahasan yang telah disampaikan menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan sebagai bahan kajian Panja Penanganan Pelindungan WNI di Luar 
Negeri Komisi I DPR RI dalam merumuskan kesimpulan dan usulan rekomendasi yang akan disusun. 

 
 
III.  PENUTUP 

  
 Rapat ditutup pukul 15.59 WIB. 

                                  
                                                                                                                        Jakarta, 9 Juli 2024 
DIRJEN PROTOKOL DAN KONSULER KEMLU 
 
 
 
 

ANDY RACHMIANTO 
 
 

KEPALA BP2MI 
 
 
 
 
BENNY RHAMDANI 
 
 

a.n. DIRJEN IMIGRASI KEMKUMHAM  
DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN 
KEIMIGRASIAN 
 
 
 
 
SAFFAR MUHAMMAD GODAM, S.H., M.H. 
   
 

a.n. DIRJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA 
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 
KEMNAKER 
DIREKTUR BINA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN 
PEKERJA MIGRAN INDONESIA 
 
 
 

RENDRA SETIAWAN, S.S. 

KETUA RAPAT 
 
 
 
 

H. TEUKU RIEFKY HARSYA, MT. 
A-522 

 


